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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 73 TAHUN 2016 

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG  

DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah 

dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 

yang layak bagi setiap peserta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya 

berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, 

keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, 

kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil 

pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar 

kepentingan peserta;  

  b. bahwa proses bisnis dan prinsip penyelenggaraan 

program jaminan sosial berbeda dengan kegiatan usaha 

pada umumnya, sehingga perlu diatur ketentuan khusus 

mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas program 

jaminan sosial yang diselenggarakan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak 

Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang 

Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4893); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG 

DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

SOSIAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.  

2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.  

3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, 

dan jaminan kematian. 

4. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh 

peserta yang merupakan himpunan Iuran beserta hasil 

pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk 

pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan 

operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. 

5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang 

telah membayar iuran.  

6. Iuran Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Iuran 

adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh 

Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam 

rangka program jaminan sosial.  

7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh 

Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu 

sebagai Peserta program jaminan sosial.  

8. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak 

peserta dan/atau anggota keluarganya.  

 

Pasal 2 

(1) BPJS mengelola: 

a. aset BPJS; dan 

b. aset Dana Jaminan Sosial. 
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(2) Aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial merupakan 

satu kesatuan entitas tetapi pengelolaan, pencatatan, 

dan pelaporannya dilakukan secara terpisah. 

 

Pasal 3 

(1) BPJS Kesehatan mengelola aset jaminan sosial kesehatan 

yang terdiri atas: 

a. aset BPJS Kesehatan; dan 

b. aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. 

(2) BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang terdiri atas: 

a. aset BPJS Ketenagakerjaan; dan 

b. aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas aset dana: 

a. jaminan kecelakaan kerja; 

b. jaminan kematian; 

c. jaminan hari tua; dan 

d. jaminan pensiun.  

 

BAB II 

PAJAK PENGHASILAN BAGI BPJS 

 

Pasal 4 

BPJS merupakan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri. 

 

Pasal 5 

(1) Objek Pajak Penghasilan bagi BPJS adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh BPJS, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan BPJS yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan 

Sosial, yang disediakan untuk membiayai 
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